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ABSTRAK 
 
 Muh. Noartawira Sadirga Saleh M.D. (B 111 12 283), Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis 
terhadap Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan Oleh Anak 
secara bersama-sama ( Pts Nomor 92/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks). 
Dibawah Bimbingan Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si. 
selaku Pembimbing I Dan Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. selaku 
Pembimbing II. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana 
materiil terhadap tindak pidana pencurian disertai kekerasan oleh anak 
secara bersama-sama dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 
92/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks dan pertimbangan-pertimbangan hakim  
dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak 
pidana pencuria disertai kekerasan secara bersama-sama dalam putusan 
No.92/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks. Penelitian ini dilaksanakan di 
Pengadilan Negeri Makassar dengan melakukan wawancara langsung 
dengan pihak yang berkompeten, dalam hal ini hakim yang telah 
menangani perkara pencurian disertai kekerasan oleh anak secara 
bersama-sama, serta mengambil salinan putusan yang terkait dengan 
pemecahan masalah tindak tindak pidana pencurian disertai kekerasan 
oleh anak secara bersama-sama. Peneliti juga melakukan studi 
kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku, literature dan peraturan 
perundangan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan 
dibahas dalam skripsi penulis.  
 Kata kunci : Anak, Pencurian, dan Kekerasan 
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ABSTRACT 
 
 Muh. Noartawira Sadirga Saleh M.D. (B 111 12 283), Faculty of 
Law, University of Hasanuddin, with the title of the thesis "Judicial 
Review against the Crime of Theft Accompanied By Kids Violence 
together (Pts No. 92 / Pid.Sus.Anak / 2015 / PN.Mks). Under the 
guidance of Prof. Dr. H.M. Said Karim, SH, M.H., M.Sc. And as 
Supervisor I Dr. Amir Ilyas, SH, M.H. as Advisor II. 
 This study aims to determine the application of material criminal 
sanctions against the crime of theft with violence by children together in 
the Makassar District Court No. 92 / Pid.Sus.Anak / 2015 / PN.Mks and 
considerations of judges in imposing criminal sanctions against children 
who commit violent criminal acts pencuria together in decision 92 / 
Pid.Sus.Anak / 2015 / PN .Mks. This research was conducted in the 
Makassar District Court to conduct interviews with the competent 
authorities, in this case the judge who has been handling cases of theft 
with violence by a child together, and took a copy of the judgment relating 
to problem solving acts of the crime of theft with violence by children 
together. Researchers also conducted a literature study by way of 
examining the books, literature and laws pertaining to the issues to be 
discussed in the thesis writer 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang 
senantiasa harus kita jaga kerena dalam dirinya melekat harkat martabat 
dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak 
merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-
Undang Dasar 1945 dan Konstitusi versi Perserikatan Bangsa-Bangsa 
tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, 
anak adalah masa depan bangsa dan penerus cita-cita bangsa, sehingga 
setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan 
berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak 
kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.1 
Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional patut 
dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa 
depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi 
anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan. Menjaga 
kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua yang tidak 
boleh diabaikan.  Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Pokok-Pokok Perkawinan mengatur bahwa orangtua wajib memelihara 
                                                          
     1 Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak 
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dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak  yang 
bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orang tua merupakan 
yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan 
anak secara rohani, jasmani maupun sosial.2  
Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari 
berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial 
dalam berbagai bidang kehidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain 
dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya 
dalam  pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing baginya.  
Isu mengenai perkembangan anak menjadi salah satu hal yang 
penting didiskusikan. Negara sebagai tempat berlindung warganya harus 
memberikan regulasi jaminan perlindungan bagi anak. Seiring 
berkembangnya teknologi informasi yang sulit dibendung, ditambah iklim 
demokrasi yang menjamin kebebasan pers. Maka berbagai macam isu 
sangatlah mudah sampai kepada publik untuk kemudian ramai-ramai 
dibahas dan diperbincangkan. 
Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah selaku 
kaki tangan negara akan tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, 
keluarga dan masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga dan 
memelihara hak asasi anak tersebut. Dalam hal ini pemerintahan 
bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak 
                                                          
     2 Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahtraan Anak. 
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terutama untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara 
optimal. Sejalan dengan hal itu dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar 
1945 mengatur bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas 
kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 
Perlindungan anak tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah 
kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus 
pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek 
pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegangan kendali 
masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak 
Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insan dan membangun 
Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan 
makmur,berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 1945. 
Perlindungan terhadap anak merupakan tolak ukur peradaban 
bangsa sehingga wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan 
bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum 
yang berakibat hukum.3 Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum 
bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan 
demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah 
penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan 
                                                          
     3  Abdul G. Nusantara. 1986 Hukum dan Hak-Hak. Rajawali,Jakarta , Hlm.23.  
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dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.4 Untuk itu, kegiatan 
perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama 
berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang 
mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua, 
menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut. 
Dewasa ini, anak memang sangat rentan terhadap pengaruh-
pengaruh eksternal karena anak mengalami proses pencarian jati diri, 
mereka masih sulit menentukan arah tujuan hidupnya. Masih bingung 
memilih antara hal yang baik dan hal yang buruk, karena terpengaruh oleh 
kesenangan dan kepuasan sesaat . fenomena seperti ini telah menjadi 
bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita, tetapi 
sangat disayangkan karena banyaknya anggapan bahwa hal tersebut 
merupakan hal yang lumrah sehingga tanpa disadari kita telah membuka 
peluang  bagi berkembangnya kejahatan dalam lingkup pergaulan anak. 
Bagi anak yang kurang mendapatkan bimbingan dan pembinaan 
yang baik dari orangtua akan mudah terlibat dalam melakukan tindak 
pidana pencurian apalagi kalau lingkungan tempat dia berada tidak dapat 
menunjang terbentuknya karakter yang baik bagi seorang anak. Hal 
tersebut mendorong kita untuk lebih memerhatikan masalah 
penanggulangan serta penanganan dari tindak pidana yang dilakukan 
oleh anak. 
                                                          
     4  Arief Gosita, 1993 Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta,  Hlm. 222. 
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Negara Republik Indonesia sudah memiliki beberapa aturan hukum 
yang melindungi hak-hak anak. Contohnya saja Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2012 , pada tahun 1997 telah ada undang-undang yang 
mengatur mengenai kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak yang 
dimaksud adalah suatu tatanan kehidupan dan penghidupan anak yang 
dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik, 
secara rohani, jasmani maupun sosial. Adapun penegasan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 6 tentang Kesejahtraan Anak adalah 
sebagai berikut: 
1. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan 
asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi 
hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan 
perkembangannya. 
2. Pelayanan dan asuhan tersebut juga diberikan kepada anak 
yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum 
berdasarkan keputusan hakim. 
Ketentuan tentang pengadilan anak yang tertuang dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur banyak hal khusus. Selain itu, 
juga melibatkan beberapa lembaga/institusi di luar pengadilan, seperti 
pembimbingan kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman, pekerja 
sosial dari Departemen Sosial dan pekerja sosial dari Organisasi Sosial 
Kemasyarakatan. 
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Kita juga harus dapat membedakan antara pengadilan anak dan 
peradilan anak. Peradilan anak adalah sebuah sistem peradilan untuk 
anak yang dimulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan bantuan hukum 
dan pelayanan lainnya hingga pemasyarakatan. Sedangkan pengadilan 
anak adalah proses yang lebih terfokus pada jalannya sidang anak.  
Pada prinsipinya, tugas dan kewenangan pengadilan anak sama 
dengan pengadilan perkara pidanan lainnya. Meski pada prinsipnya sama, 
namun yang harus tetap digaris bawahi adalah perlindungan anak 
merupakan tujuan utama sebab anak merupakan potensi dan penerus 
cita-cita bangsa. Anak merupakan bibit yang diharapkan mampu 
membawah perubahan yang lebih baik di masa mendatang. Disitulah letak 
pentingnya anak yang terganggu keseimbangan mental dan sosialnya 
sehingga menjadi anak nakal. Pengadilan anak dibentuk sebagai upaya 
pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan 
perkembangan anak tersebut. Oleh karena itu, ketentuan mengenai 
penyelenggaraan pengadilan bagi anak dilakukan secara khusus. 
Pengadilan anak dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan 
umum5. 
Dalam sebuah kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku utama, 
di Kota Makassar sebagai berikut. Bahwa mereka terdakwa I Muh. Alam 
(17 tahun), terdakwa II Muh. Alim (17 tahun), dan terdakwa III Muh. Saldi 
(14 tahun), bersama-sama saksi Firmansyah, saksi Akmal, saksi Resky 
                                                          
     5 Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak 
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Ramadhan (berkas perkara yang diajukan secara terpisah) serta Dede 
dan Erwin (DPO), pada hari Senin tanggal 5 Januari 2015 sekira pukul 
23.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, 
bertwmpat di Alfamidi Jalan Dr. Leimena Kec. Panakukang Makassar atau 
setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah 
hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah mengambil barang sesuatu 
yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud 
untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti 
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Bahwa akibat perbuatan 
terdakwa tersebut PT. Midi Utama Indonesia (Alfamidi) yang dikuasakan 
kepada saksi kahyudi mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 4.157.000,- 
(Empat Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Rupuah) atau setidak-tidaknya 
lebih dari Rp.250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).  
Dengan hal tersebut, semua terdakwa baik terdakwa I, terdakwa II 
dan terdakwa III dijatuhi hukuman berupa tindakan diserahkan kepada 
Dinas Sosial dalam Hal ini ke Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli di 
Makassar untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan pelatihan kerja 
selama 7 (tujuh) bulan.  
Atas dasar pemikiran dan uraian tersebut di atas, penulis tertarik 
untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Pencurian yang Disertai Kekerasan oleh Anak secara 
Bersama-sama (Studi Kasus Putusan No. 92/Pid.Sus.Anak/2015/PN. 
MKS)”. 
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B. Rumusan Masalah 
Berkaitan dengan uraian tersebut di atas dan untuk membatasi 
pokok kajian, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang 
akan dibahas dengan rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap Pelaku 
Tindak Pidana Pencurian yang disertai kekerasan yang dilakukan 
oleh anak secara bersama-sama dalam Putusan 
No.92/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS ? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap pelaku Tindak Pidana Pencurian 
disertai kekerasan oleh anak secara bersama-sama dalam Putusan 
No. 92/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Sebagai salah satu karya ilmiah maka peneliti tentunya mempunyai 
tujuan penelitian, yakni: 
a. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap 
Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang disertai kekerasan yang 
dilakukan oleh anak secara bersama-sama dalam Putusan No. 
92/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS  
b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap pelaku Tindak Pidana Pencurian 
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disertai kekerasan oleh anaki secara bersama-sama dalam 
Putusan No. 92/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS.  
 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penelitian adalah: 
1. Kiranya tulisan ini dapat digunakan sebagai bahan referensi atau 
acuan dalam memahami atau menyelesaikan permasalahan yang 
berkaitan dengan anak. 
2. Sebagai masukan dan sumbangsih pemikiran terhadap penegakan 
hukum di Indonesia, khususnya perlindungan terhadap hak-hak 
anak baik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun 
pemerintah ( produk hukum ) dalam menciptakan suasana hukum 
yang kondusif. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tindak Pidana (Strafbaar Feit) 
1.Pengertian Tindak Pidana (Strafbaar Feit) 
Strafbaar feit  merupakan istilah asli Bahasa Belanda yang 
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti di 
antaranya, yaitu: tindak pidana, delik perbuatan pidana, peristiwa pidana, 
maupun perbuatan yang dapat dipidana. Dalam praktek, para ahli di 
dalam memrikan defenisi strafbaar feit atau tindak pidana berbeda-beda 
sehingga perkataan tindak pidana mempunyai banyak arti. 
 Tindak pidana menurut Simons didefenisikan sebagai suatu 
perbuatan (handeling) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, 
bertentangan dengan hukum (onrechtmatig) dilakukan dengan kesalahan 
(schuld) oleh seseorang yang mampu betanggung jawab.6 Rumusan 
tindak pidana yang diberikan Simons tersebut dipandang oleh Jonkers 
dan Utrecht sebagai rumusan yang lengkap, karena meliputi : 
a. Diancam dengan pidana oleh hukum; 
b. Bertentangan dengan hukum;  
c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld); 
                                                          
6  E.Y. Kanter, S.H., et.al, 1982, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia,  Alumni AHM-PTHM, 
Jakarta, Hlm. 205.   
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d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.7 
Van Hamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari 
Simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang dapat 
dihukum”.8 Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamel akan 
meliputi lima unsur, sebagai berikut: 
a. Diancam dengan pidana oleh hukum; 
b. Bertentangan dengan hukum; 
c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld); 
d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya; 
e. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum. 
Vos merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu 
kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi 
pidana. Jadi, suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan 
diancam dengan pidana.9 
Pengertian tindak pidana yang dirumuskan oleh Vos, apabila 
dibandingkan dengan rumusan tindak pidana dari Simons maupun Van 
Hamel, maka rumusan Vos tersebut tidak ada sifat-sifat tindak pidana 
yang lain, seperti: sifat melawan hukum, dilakukan orang dengan 
kesalahan, dan orang itu mampu dipertanggungjawabkan. Bahwa 
rumusan Vos seperti itu sama saja memberi keterangan “een vierkante 
                                                          
7 Andi Hamzah, 2005 , Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 97 
8 Satochid Kartanegara, 1998, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 
Hlm. 75. 
9 Andi Hamzah, 2005, Op.cit, Hlm. 97. 
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tafel is vier kant” (meja segi itu adalah empat), karena defenisinya tidak 
menjepit isinya, sedangkan pengertian ”orang” dan “kesalahan” juga tidak 
disinggung, 10 karena apa yang dimaksud strafbaar feit sebagai berikut: 
a. Pelanggaran atau pemerkosaan kepentingan hukum (schending of 
kreenking van een rechtsbelang); 
b. Sesuatu yang membahayakan kepentingan hukum (het in 
gavearbrengen van een rechtsbelang).  
Sathochid Kartanegara menjelaskan bahwa kepentingan hukum 
yang dimaksud adalah tiap-tiap kepentingan yang harus dijaga agar tidak 
dilanggar, yaitu terdiri atas tiga jenis, yaitu11: 
a. Kepentingan perseorangan, yang meliputi jiwa (leveni), badan (lijk), 
kehormatan (eer) dan harta benda (vermogen); 
b. Kepentingan masyarakat, yang meliputi : ketentraman dan 
keamanan (rusten orde); dan 
c. Kepentingan negara adalah keamanan negara.  
Moeljatno menerjemahkan istilah strafbaar feit sebagai “perbuatan 
pidana” dan menyimpulkan rumusan tindak pidana dari Simons dan Van 
Hamel mengandung dua pengertian sebagai berikut: 
a. Bahwa feit adalah stafbaar feit berarti handeling, kelakuan, atau 
tingkah laku; 
                                                          
10 Satochid Kartanegara,1998, Loc.cit. Hlm.75 
11 Ibid 
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b. Bahwa pengertian stafbaar feit dihubungkan dengan kesalahan 
orang yang mengadakan kelakuan tadi.12 
Pengertian tersebut pada butir 1 di atas berbeda dengan 
pengertian “perbuatan” dalam perbuatan pidana. Perbuatan adalah 
kelakuan ditambah kejadian atau akibat yang ditimbulkan oleh kelakuan, 
dan bukan kelakuan saja. Sehingga beliau berkata bahwa strafbaar feit  
itu sendiri atas handeling (kelakuan) dan gevelod (akibat). Sedang 
pengertian pada butir 2 (dua) juga berbeda dengan “perbuatan pidana’”, 
karena disini tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan 
pertanggungjawaban pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan 
pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan 
saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana apabila 
dilanggar, atau perbuatan pidana dipisahkan dengan kesalahan. Hal ini 
berbeda dengan strafbaar feit bahwa situ mencakup dua hal, yaitu 
perbuatan pidana dan kesalahan. 
Bertolak dari pendapat para ahli tersebut di atas, maka dapat 
disimpulkan apa yang dimaksud dengan tindak pidana atau strafbaar feit, 
yaitu suatu rumusan yang memuat unsur-unsur tertentu yang 
menimbulkan dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya yang 
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pidana. Unsur-unsur 
tindak pidana tersebut dapat berupa perbuatan yang sifatnya aktif maupun 
perbuatan yang sifatnya pasif atau tidak berbuat sebagaimana yang 
                                                          
12 Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 56 
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diharuskan oleh undang-undang, yang dilakukan oleh seseorang dengan 
kesalahan, bertentangan dengan hukum pidana, dan orang itu dapat 
dipertanggungjawabkan karena perbuatannya. Di samping itu, perlu 
diperhatikan pula mengenai waktu dan tempat terjadinya suatu tindak 
pidana sebagai syarat mutlak yang harus diperlihatkan oleh penuntut 
umum dalam surat dakwaannya, rationnya untuk kepastian hukum bagi 
pencari keadilan, dan tidak tercantumnya waktu dan tempat terjadinya 
tindak pidana maka surat dakwaan yang dibuat penuntut umum dapat 
batal demi hukum. 
2.  Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Dasar utama di dalam hukum pidana adalah adanya suatu tindak 
pidana yang memberikan sesuatu pengertian kepada kita tentang sesuatu 
perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, dimana 
terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi pidana. Suatu perbuatan dapat 
dianggap sebagai suatu tindak pidana, apabila perbuatan itu telah 
memenuhi atau mencocoki semua unsur yang dirumuskan sebagai tindak 
pidana. Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka 
proses penuntutan yang dimajukan oleh penuntut umum kepada hakim 
agar diadili tidak dapat dilanjutkan atau batal demi hukum. Artinya, 
seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas 
perbuatannya, apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak 
pidana sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-
undang pidana. 
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Adanya suatu tindak pidana juga merupakan alasan bagi negara di 
dalam menggunakan haknya untuk memberlakukan hukum pidana melalui 
alat-alat perlengkapannya, seperti: kepolisian, kejaksaan maupun 
penuntut, mengadili maupun menjatuhkan pidana terhadap seseorang 
yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, baik suatu perbuatan yang 
bersifat aktif (melakukan sesuatu) maupun perbuatan yang bersifat pasif 
(mengabaikan atau tidak melakukan sesuatu). Dengan perkataan lain, 
bahwa syarat utama dapat dipidananya seseorang apabila perbuatan itu 
telah memenuhi semua unsur tindak pidana, tetapi apabila salah satu 
unsur tidak terpenuhi bukanlah suatu tindak pidana karena arti dan 
maksudnya akan berbeda. 
Bila mana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak 
pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai 
berikut: 
a. Harus ada suatu kelakuan (gedraging); 
b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang 
(wetterlijke omschrijiving); 
c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum); 
d. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada 
pelaku; 
e. Kelakuan itu diancam dengan pidana. 13 
                                                          
13 C.S.T. Kancil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 
Hlm.290 
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Untuk mendapatkan gambaran mengenai kelima unsur tersebut 
diatas, sehingga suatu kelakuan atau perbuatan seseorang itu dapat 
disebut sebagai tindak pidana, berikut ini dikutipkan rumus tindak pidana 
yang dapat dijabarkan Pasal 362 KUHP, yang berbunyi: 
“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau 
sebagian kepunyaan orang lain, dengan dimaksud untuk dimiliki 
secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana 
penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak 
Sembilan ratus rupiah.” 
 
Unsur-unsur tindak pidana yang diruskan di dalam Pasal 362 
KUHP, sebagai berikut : 
a. Barangsiapa; 
b. Mengambil; 
c. Suatu barang; 
d. Sebagian atau keseluruhan kepunyaan orang lain; 
e. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan 
hukum. 
Bilamana perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur tindak 
pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 362 KUHP tersebut di atas, maka 
orang itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena pencurian. 
Tetapi, apabila orang itu hanya mengambil sesuatu barang milik orang 
tetapi bermaksud untuk dipindah tempatnya, maka ia tidak dapat dianggap 
telah melakukan tindak pidana pencurian. Artinya, apabila salah satu 
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unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi akan mempunyai arti dan 
maksud yang berbeda. 
Misalnya ada barang liar di hutan yang tentunya tidak ada 
pemiliknya atau ada sesuatu barang yang pemiliknya telah melepaskan 
hak (res nullius) diambil oleh seseorang, yang mengambil tersebut tidak 
memenuhi unsur keempat, maka tidak ada pencurian. Atau seseorang 
yang mengambil barang tersebut hanya memakainya sesaat, sehingga 
tidak terpenuhi unsur kelima, maka ia bukan pencuri.14 Apabila barang 
yang diambil untuk dimiliki dengan melawan hukum itu belum berada di 
tangannya, dikenakan Pasal 362 KUHP. Tetapi, apabila barang itu 
dipercayakan kepadanya, tidak dapat digolongkan dalam pencurian, tetapi 
masuk “penggelapan” sebagaimana diatur di dalam Pasal 372 KUHP.15 
Yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang 
berwujud seperti: uang, baju, perhiasan, dan sebagaimana termasuk 
binatang, dan benda yang tidak terwujud, seperti: aliran listrik yang 
disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa. Selain 
benda-benda yang bernilai uang pencurian pada benda-benda yang tidak 
bernilai uang, asal bertentangan dengan pemiliknya melawan hukum, 
dapat pula dikenakan Pasal 362 KUHP. Misalnya seseorang jejaka 
mencuri dua tiga helai rambut dari gadis cantik tanpa izin gadis itu, 
                                                          
14 Leden Marpaung, 2005, Asas dan Teori Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.8-9 
15 R. Sughandi, 1980, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,Usaha Nasional, Surabaya, 376. 
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dengan maksud untuk dijadikan kenang-kenangan, dapat dikatakan 
mencuri “mencuri” walaupun yang dicuri itu tidak bernilai uang.16  
3.Pembagian Unsur Tindak Pidana 
Sebagaimana telah diketahui bahwa seseorang baru dapat dijatuhi 
pidana apabila perbuatan itu mencocoki semua unsur tindak pidana yang 
dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana. Adalah menjadi 
tuntunan normatif yang harus dipenuhi bilamana seseorang dapat 
dipersalahkan karena melakukan sesuatu tindak pidana, yaitu perbuatan 
itu harus dibuktikan mencocoki semua unsur tindak pidana. Apabila salah 
satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka 
konsekuensinya adalah tindak pidana yang dituduhkan kepada si pelaku 
tidak terbukti dan tuntutan dapat batal demi hukum. Prakteknya, 
pandangan normatif tersebut dalam perkembangannya mengalami 
pegeseran, dimana seseorang dapat disalahkan melakukan sesuatu 
tindak pidana yang didasarkan kepada nilai-nilai yang hidup di dalam 
masyarakat atau hukum kebiasaan yang umumnya bersifat tidak tertulis.  
Ditinjau dari sifat unsurnya (bestandelan), pada umumnya unsur-
unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu unsur 
subjektif dan unsur objektif, sebagai berikut: 
a. Unsur Subjektif  
Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang berasal dari dalam diri 
si pelaku (dader) tindak pidana.  Unsur-unsur subjektif meliputi: 
                                                          
16 Ibid.  
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1) Kemampuan bertanggung jawab (toerekeningswatbaarheit) 
2) Kesalahan (schuld) yang terdiri dari : 
(a) Kesengajaan (dolus) 
(b) Kealpaan (culpa 
 
b. Unsur Objektif 
Unsur objektif adalah unsur-unsur yang berasal dari luar diri 
si pelaku. Lamintang merincikan tiga bentuk unsure objektif dari 
tindak pidana, sebagai berikut: 
1) Sifat melanggar hukum (wederrechtelijkheid); 
2) Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang 
pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 
KUHP, atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu 
perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut PAsal 398 KUHP; 
3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai 
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 
4. Jenis-jenis Tindak Pidana 
Sebelum dibicarakan mengenai jenis-jenis delik atau tindak pidana, 
sekedar mengingatkan kembali bahwa tujuan diadakan hukum pidana 
adalah melindungi dan menghindari gangguan atau ancaman bahaya 
terhadap kepentingan hukum, baik kepentingan perseorangan, 
kepentingan masyarakat dan kepentingan Negara. Tiap-tiap perbuatan 
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yang memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana yang dinyatakan secara 
tegas dalam peraturan perundang-undangan dapat memberikan 
gambaran kepentingan hukum yang dilanggar. Oleh karena itu, 
perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dapat 
digolongkan menjadi berbagai jenis delik atau tindak pidana. 
Dalam hukum pidana mengenal berbagai jenis delik yang dapat 
dibedakan menurut pembagian delik tertentu, yaitu: 
a) Delik Kejahatan (Misdrijiven) dan Delik Pelanggaran 
(Overtradingen) 
 Delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang 
dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan 
keadilan, meskipun perbuatan itu belum diatur dalam undang-
undang. Delik kejahatan ini sering disebut mala per se atau delik 
hukum, artinya perbuatan itu sudah dianggap sebagai kejahatan 
meskipun belum dirumuskan dalam undang-undang karena 
merupakan perbuatan tercela dan merugikan masyarakat atau 
bertentangan dengan keadilan. 
 Delik pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan itu 
barulah diketahui sebagai delik setlah dirumuskan dalam 
undang-undang. Delik pelanggaran ini sering disebut sebagai 
mala quia prohibia atau delik setelah dirumuskan dalam 
undang-undang. 
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b) Delik Formil (Formeel Delict) dan Delik Meteriil (Materieel Delict) 
 Delik formil (Formeel delict) adalah suatu perbuatan 
pidana yang sudah dikemukakan dan perbuatan itu mencocoki 
rumusan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Delik 
formil ini masyarakat suatu perbuatan yang dilarang  atau 
diharuskan selesai dilakukan tanpa menyebut akibatnya. Atau 
dengan perkataan lain yang dilarang undang-undang 
perbuatannya. 
 Delik materiil (meterieel delict ) dilarang yang ditimbulkan 
dari suatu perbuatan tertentu, dan perbuatan yang dilakukan 
bukan menjadi soal. Yang dilarang adalah timbulnya akibat yang 
berarti akibat yang ditimbulkan itu merupakan unsur delik. Atau 
dengan perkataan lain yang dilarang dalam delik materiil adalah 
akibatnya. 
 
c) Delik Kesengajaan (Dolus) dan Delik Kealpaan (Culpa) 
 Delik dolus adalah suatu delik yang dilakukan karena 
kesengajaan Delik culpa adalah suatu delik yang dilakukan 
karena kelalaian atau kealpaan. 
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d) Delik Aduan (Klacht Delicten) dan Delik Umum  (Gawone 
Delicten) 
 Delik aduan (klacht delicten) adalah suatu delik yang 
dapat dituntut dengan membutuhkan atau mengisyaratkan 
adanya pengaduan dari orang yang dirugikan, artinya apabila 
tidak ada pengaduan maka delik itu tidak dapat dituntut. Delik 
aduan ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu : 
- Delik aduan absolute (absolute klachtdelict) adalah delik 
mutlak membutuhkan pengaduan dari orang dirugikan untuk 
penuntutan. 
- Delik aduan relatif (relative klachtdelict) adalah delik yang 
sebenarnya bukan delik aduan tetapi merupakan delik 
laporan sehingga menjadi delik aduan yang umumnya terjadi 
di lingkungan keluarga atau antara orang yang merugikan 
dan orang yang harus diragikan terdapat hubungan yang 
bersifat khusus. 
 Delik umum (gewone delicten) adalah suatu delik yang 
dapat dituntut membutuhkan adanya pengaduan. 
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e) Delik Umum (Delicta Communia) dan Delik Khusus (Delicta 
Propia) 
 Delik umum (delicta communia) adalah suatu delik yang 
dapat dilakukan oleh setiap orang. Delik umum ini sering disebut 
gamene delicten atau algamene delicten 
 Delik khusus (delicten propria) adalah suatu delik yang 
hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas 
atau sifat-sifat tertentu, pegawai negeri atau anggota militer. 
 
f) Delik Commisionis, Ommisionis dan Commisionis Per 
Ommisionem Commissa 
Delik Commisionis  adalah suatu perbuatan yang dilarang 
oleh undang-undang. Apabila perbuatan yang dilarang itu 
dilanggar dengan perbuatan secara aktir berarti melakukan delik 
commisionis. 
Delik Ommisionis adalah suatu perbuatan yang diharuskan 
oleh undang-undang. Apabila perbuatan yang diharuskan atau 
diperintahkan itu dilanggar dengan tidak berbuat berarti 
melakukan delik ommisionis. 
Delik commisionis per ommisionem commisa adalah delik 
yang dapat diwujudkan baik berbuat sesuatu ataupun tidak 
berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu. 
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g) Delik berdiri sendiri dan delik berlanjut 
Delik berdiri sendiri adalah delik yang hanya dilakukan sekali 
perbuatan saja, artinya perbuatan yang terlarang dan diancam 
pidana oleh undang-undang telah selesai dilakukan atau telah 
selesai menimbulkan suatu akibat. 
Delik berlanjut adalah delik yang meliputi beberapa 
perbuatan di mana perbuatan satu dengan lainya saling 
berhubungan erat dan berlangsung terus menerus. 
 
h) Delik Politik Murni dan Delik Politik Campuran 
Menurut konferensi hukum pidana di Koppenhagen 1939 
yang dimaksud dengan delik politik adalah suatu kejahatan 
yang menyerang baik organisasi, maupun fungsi-fungsi Negara 
dan juga hak-hak warga Negara yang bersumber dari situ.17 
Dalam KUHP delik-delik yang dikualifisi sebagai delik politik 
dapat ditemukan dalam pasal-pasal Bab I Buku II. Di samping 
itu delik-delik politik juga diatur dalam peraturan perundang-
undangan diluar KUHP, misalnya undang-undang terorisme. 
Menurut sifat dan tujuan dari delik yang dilakukan pada 
umumnya delik politik dibedakan menjadi dua jenis, sebagai 
berikut : 
                                                          
17 Andi Hamzah, 2004, Asas-Asas Hukum Pidan (Edisi Revisi), Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 102.  
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- Delik politik murni adalah dilik-delik yang ditujukan 
kepentingan politik. 
- Delik politik campuran adalah delik-delik yang mempunyai 
sifat setengah politik dan setengah umum.  Dengan 
perkataaan lain bahwa delik itu merupakan tujuan politik, 
atau sebaliknya 
 
f) Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi 
Delik biasa (eenvoudige delicten) adalah semua delik yang 
berbentuk pokok atau sederhana tanpa dengan pemberatan 
ancaman pidananya. 
Delik berkualifikasi adalah delik yang berbentuk khusus 
karena adanya keadaan-keadaan tertentu yang dapat 
memperberatkan atau mengurangi ancaman pidananya.  
B. Tinjauan Umum Terhadap Delik Pencurian 
1. Pengertian Delik Pencurian 
Pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapatkan awalan “pe” 
dan akhiran “an” yang berarti mengam bil secara diam-diam, sembunyi-
sembunyi tanpa diketahui orang lain. Mencuri berarti mengambil milik 
orang lain secara melawan hukum. Orang yang mencuri milik orang lain 
disebut pencuri. Pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang 
berkaitan dengan pencurian. Seseorang dikatakan pencuri jika semua 
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unsur-unsur yang diatur di dalam pasal pencurian terpenuhi. Pemenuhan 
unsur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan itu hanyalah 
upaya minimal, dalam taraf akan masuk ke peristiwa hukum yang 
sesungguhnya. 
Di dalam ketentuan KUHP Indonesia, pada Pasal 362 menyatakan: 
“Barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau 
sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara 
melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak 
sembilan ratus rupiah” 
 
Dari ketentuan di atas, Pasal 362 KUHP merupakan pencurian 
dalam bentuk pokok. Semua unsur dari kejahatan pencurian dirumuskan 
secara tegas dan jelas, sedangkan pasal-pasal KUHP lainnya tidak 
disebutkan lagi unsur tindak pidana pencurian, akan tetapi cukup 
disebutkan nama, kejahatan pencurian tersebut disertai dengan unsur 
pemberatan atau peringanan. 
2.Unsur-Unsur Delik Pencurian 
 Pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 KUHP yang 
menyatakan sebagai berikut : 
“Barang siapa yang mengambil sesuatu barang, yang sama sekali 
atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud 
akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena 
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pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun 
atau denda sebanyak-bayaknya Rp. 900.”18 
Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur 
pada Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut : 
(a) Barang siapa, 
(b) Mengambil, 
(c) Sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan 
orang lain, 
(d) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. 
Apabila seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan 
tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terlebih dahulu terbukti 
telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat 
di dalam rumusan Pasal 362 KUHP19: 
a) Barang Siapa  
Seperti telah diketahui, unsur pertama dari tindak pidana 
yang diatur dalam Pasal 362 KUHP itu adalah hij, yang lazim 
diterjemahkan orang kedalam bahasa Indonesia dengan kata 
Barang siapa, atau terhadap siapa saja yang apibala ia memenuhi 
semua unsure tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, 
maka karena bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian 
tersebut, ia dapat dipidana denda selama-lamanya lima tahun atau 
pidana denda setinggi-tingginya sempilan ratus rupiah. 
                                                          
18 R.Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Poloteia, Bogor, Hlm. 249 
     19 Ibid. 
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b) Mengambil 
Unsur yang kedua dari tindak pidana pencurian yang diatur 
dalam Pasal 362 KUHP ialah wagnemen  atau mengambil. Perlu 
kita ketahui bahwa baik undang-undang maupun pembentuk 
undang-undang tenyata tidak pernah memberikan suatau 
penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, 
sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu 
sendiri mempunyai lebih dari satu arti yakni: 
1. Mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berda 
2. Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain. 
Mengambil itu adalah suatu perilaku yang membuat suatu 
benda dalam penguasaannya yang nyata,  atau berada di bawah 
kekuaasaanya atau didalam detensinya, terlepas dari maksud 
tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut. 
Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut 
sudah berada ditangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian 
telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena 
ketahuan oleh orang lain. Di dalam doktrin terdapat sejumlah teori 
tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang 
sebagai telah terjadi, masing-masing yakni: 
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1. Teori Kontrektasi 
Menurut teori ini adanya suatu perbuatan mengambil itu 
disyaratkan bahwa dengan setuhan badanlah, pelaku telah 
memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula. 
 
2. Teori Ablasi 
Teori ini mengatakan, untuk selesainya perbuatan 
mengambil itu diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus 
telah diamankan oleh pelaku. 
3. Teori Aprehensi 
Menurut teori ini, untuk adanya perbuatan mengambil itu 
diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang 
bersangkutan berada dalam penguasaan yang nyata. 
c) Sesuatu barang, selurunya atau sebagian kepunyaan orang 
lain 
Penjelasan barang karena sifatnya tindak pidana pencurian 
adalah merugikan kekayaan si korban, maka yang diambil harus 
berharga, dimana harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Barang 
yang diambil dapat sebagian dimiliki oleh si pencuri, yaitu apabila 
merupakan suatu barang warisan yang belum dibagi-bagi dan si 
pencuri adalah seorang ahli waris yang turut berhak atas barang 
itu. Hanya jika barang itu tidak dimiliki oleh siapa pun, misalnya 
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sudah dibuang oleh si pemilik, maka tidak ada tindak pidana 
pencurian. 
Menurut R. Soesilo, memberikan pengertian sesuatu barang 
adalah segala sesuatu yang berwujud termaksud pula Binatang 
(manusia tidak termaksud), misalnya uang, baju, kalung, dan 
sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan 
“gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialiri kawat atau pipa. 
Barang disini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. 20   
Barang sebagai objek pencurian harus kepunyaan atau milik 
orang lain walaupun hanya sebagian haja. Hal ini memiliki 
pengertian bahwa meskipun barang yang dicuri tersebut 
merupakan sebagian lainnya adalah kepunyaan (milik) dari pelaku 
pencurian tersebut dapat dituntut dengan Pasal 362 KUHP. 
Misalnya saja ada dua orang membeli sebuah sepeda motor 
dengan modal pembelian secara patungan, kemudian setelah 
beberapa hari kemudian salah seorang diantaranya mengambil 
sepeda motor tersebut dengan maksud dimilikinya sendiri dengan 
tindak seizing dan tanpa sepengetahuan rekannya, maka 
perbuatan orang tersebut sudah dikategorikan sebagai perbuatan 
mencuri.21 
                                                          
     20 Ibid. 
 
     21 Ibid. 
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d) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum 
Mengenal wujud dari baik Pasal 362 KUHP perihal 
pencurian, maupun dalam Pasal 372 perihal penggelapan barang, 
hal ini tidak sama sekali ditegaskan. Unsur “melawan hukum” ini 
erat berkaitan dengan unsure menguasai untuk dirinya sendiri. 
Unsur “melawan hukum” ini penggelapan barang, hal ini tidak sama 
sekali ditegaskan. Unsur “melawan hukum” ini erat  berkaitan 
dengan unsur menguasai untuk dirinya sendiri. Unsur “melawan 
hukum” ini akan memberikan warna perbuatan yang dapat 
dipidana.22 
Secara umum melawan hukum adalah bertentangan dengan 
hukum, baik itu hukum dalam artian objektif maupu hukum dalam 
artian subjektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. 
Secara melawan hukum itu juga dapat terjadi karena perbuatan-
perbuatan yang sifatnya melanggar hukum, misalnya dengan cara 
menipu, dengan cara memalsukan surat kuasa dan sebagainya.23 
Berdasarkan uraian unsur-unsur pencurian diatas, apabila dalam 
suatu perkara tindak pidana pencurian unsur-unsur tersebut tidak dapat 
dibuktikan dalam pemeriksaan disidang pengadilan, maka majelis hakim 
akan menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa. Oleh karena itu 
proses pembuktian dalam persidangan perlu kecermatan dan ketelitian 
                                                          
     22 Ibid 
     23 P.A.F Lamintang Dan Theo Lamintang, 2009, Delik-Delik Khusus,Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 33  
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khususnyabagi penyidik dan jaksa penuntut umum dalam menerapkan 
unsur-unsur tersebut. 
Setelah unsur-unsur pada Pasal 362 KUHP diketahui maka untuk 
melihat lebih jauh perbuatan seperti apa sebenarnya yang dilarang dan 
diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, maka akan dilihat makna dari 
unsur-unsur. Patutnya kiranya dikemukakan, bahwa ciri khas pencurian 
ialah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang 
lain untuk dimiliki dengan cara melawan hukum 
 3. Pencurian Dengan Pemberatan 
Istilah pencurian dengan pemberatan biasanya secara doktrin 
disebut sebagai “pencurian yang berkualifikasi”. Wirjono menerjemahkan 
dengan “pencurian khusus” sebab pencurian tersebut dilakukan dengan 
cara tertentu. Penulis lebih setuju istilah yang tepat untuk digunakan yaitu 
“pencurian dengan pemberatan” sebab dari istilah tersebut sekaligus 
dapat dilihat bahwa, karena sifatnya maka pencurian itu diperberat 
ancaman pidananya.24 Menurut Sughandi bahwa yang dimaksud dengan 
pencurian berkualifikasi adalah pencurian yang mempunyai unsur dari 
pencurian dalam bentuk pokok akan tetapi unsur-unsur mana ditambah 
dengan unsure-unsur lain, sehingga hukuman yang diancam terhadap 
pencurian didalam bentuk pokok itu menjadi diperberat.25 
                                                          
     24 Wirjono, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di  Indonesia,Eresco, Bandung,  
     25 R. Sugandhi, 1981, KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, Hlm. 376. 
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Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang berkualifikasi 
diatur dalam Pasal 363 KUHP. Oleh karena pencurian yang berkualifikasi 
tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu 
dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka 
pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan 
pemberatan harus diawali dengan pembuktian pencurian dalam bentuk 
pokoknya. 
Pasal 363 KUHP antara lain menyebutkan: 
(1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya  
tujuh tahun: 
1. Pencurian ternak; 
2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, bencana 
banjir, gempa bumi, atau gempa laut gunung meletus, 
kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, 
huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang; 
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah 
kediaman atau pekarangan yang tertutup dimana 
terdapat rumah kediaman dilakukan oleh orang yang 
ada disitu tanpa sepengetahuan atau bertentangan 
dengan kehendak yang berhak; 
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih 
secara bersama-sama; 
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5. Pencurian yang, untuk masuk ketempat melakukan 
kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang 
diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, 
memotong atau memanjat, atau dengan memakai 
anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian 
jabatan palsu. 
(2) Jika pencuri yang diterangkan dalam angka ke 3 disertai 
dengan salah satu hal tersebut dalam angka 4 dan angka 
ke 5, maka dikenakan pidana paling lama Sembilan 
tahun. 
Selanjutnya dibawah ini akan dipaparkan unsur-unsur dalam Pasal 
363 KUHP, namun untuk dapat melihat unsur-unsur yang memperberat 
pencurian tersebut. Berdasarkan rumusan tersebut diatas, maka unsur-
unsur Pasal 363 KUHP adalah: 
1. Unsur dalam Pasal 362 KUHP 
2. Unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363 KUHP yang 
meliputi: 
a) Pencuri Ternak (Pasal 363 ayat 1 angka 1 KUHP) 
Dalam pasal ini unsur yang memberatkan ialah unsur 
“Ternak” dalam undang-undang tidak memberikan 
penjelasan tentang apa yang disebut “Ternak”, melainkan 
dalam Pasal 101 KUHP “Ternak”  diartikan hewan yang 
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berkuku tunggal, hewan pemamah biak, dan babi. Hewan 
pemamah biak misalnya kerbau, sapi, kambing, dan 
sebagainya. Sedangkan hewan yang berkuku satu misalnya 
kuda, keledai dan lain sebagainya. Unsur “Ternak“ menjadi 
unsur pemberat kejahatan pencurian, oleh karena ternak dari 
sebagian masyarakat di Indonesia dianggap sebagai harta 
kekayaan paling penting. 
b) Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, 
ledakan, bahaya banjir, gempa bumi atau gempa laut, 
letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, 
kecelakaan kereta api, pemberontakan, huru-hara atau 
bahaya perang. Pasal 363 Ayat 1 Angka 2 KUHP untuk 
berlakunya ketentuan Pasal 363 Ayat 1 Angka 2 KUHP ini 
tidak perlu barang yang dicuri barang-barang yang 
disekitarnya yang karena ada bencana tidak terjaga oleh 
pemiliknya. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa antara 
terjadinya bencana tersebut dengan, pencurian yang terjadi 
harus ada hubungannya. Artinya, pencuri tersebut benar-
benar mempergunakan kesempatan adanya bencana 
tersebut untuk mencuri. 
 
c) Unsur-unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana 
pada pencurian yang diatur pada Pasal 363 Ayat 1 Angka 3 
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KUHP ialah karena tindak pidana pencurian seperti yang 
dimaksudkan Pasal 362 KUHP telah dilakukan pada malam 
hari, yakni: 
1. Di dalam suatu tempat kediaman 
 Yang dimaksud dengan Woning yang diterjemahkan 
dengan kata Tempat kediaman ialah setiap bangunan yang 
diperuntukkan dan dibangun sebagai tempat kediaman 
termasuk dalam pengertian yakni kereta-kereta atau mobil-
mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman serta kapal-
kapal yang dengan sengaja telah dibangun sebagai tempat 
kediaman.26  
2. Diatas sebuah perkarangan tertutup yang diatasnya 
terdapat sebuah tempat kediaman. 
Yang dimaksud dengan perkarangan tertutup adalah 
perkarangan yang diberi penutup untuk membatasi 
perkarangan tersebut dari perkarangan-perkarangan yang 
lain yang terdapat disekitarnya. Perkarangan tertutup itu 
tidak perlu merupakan suatu perkarangan yang tertutup 
rapat misalnya dengan tembok atau kawat berduri, 
melainkan cukup jika perkarangan tersebut ditutup, misalnya 
dengan pagar bambu, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan 
                                                          
     26 P.A.F Lamintang Dan Theo Lamintang, 2009, Delik-Delik Khusus,Sinar Grafika, Jakarta 
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tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati 
orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair. 
3. Dilakukan oleh seseorang yang berada disana tanpa 
sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang 
yang berhak.  
Yang dimaksud dengan kata berada disana itu ialah 
yang berada ditempat terjadinya tindak pidana, Tentang 
siapa yang harus dipandang sebagai orang yang berhak itu, 
Hoge Raad mengatakan antara lain bahwa setiap pemakai 
suatu tempat kediaman atau halaman tertutup dapat 
merupakan orang yang berhak. Jika seorang ibu rumah 
tangga berada dirumah pada waktu suaminya sedang 
berpergian, maka ibu rumah tangga itulah yang merupakan 
orang yang berhak. 
d) Unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana 
pencurian yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 
KUHP Yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang 
atau lebih secara bersama-sama itu, ialah yang dilakukan 
dalam bentuk medeplegen atau turut melakukan seperti 
yang dimaksudkan dalam Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 KUHP. 
Sekalipun demikian, Pasal 363 Ayat (1) Angka 4 ini tidak 
mensyaratkan adanya kerjasama antara pelaku sebelumnya. 
Pencurian oleh dua orang atau lebih sudah dianggap terjadi, 
apabila sejak saat melakukan pencurian ada kerja sama. 
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Jadi tidak perlu ada persetujuan sebelumnya dari para 
pelaku.27  
e) Unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana 
pencurian yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Angka 5 
KUHP ialah karena untuk dapat memperoleh jalan masuk 
ketempat kejahatan atau untuk dapat mencapai benda yang 
akan diambilnya itu, pelaku telah melakukan pembongkaran, 
pengrusakan, pemanjatan, atau telah memakai kunci-kunci 
palsu, perintah palsu, atau seragam palsu.28 
 Unsur “merusak”  
Menurut Kartanegara merusak ialah perbuatan pengrusakan 
terhadap suatu benda. Misalnya membuat lubang di dinding, 
melepaskan jendela atau pintu rumah hingga terdapat 
kerusakan, dan lain sebagainya.29  
 Unsur “memanjat”  
Berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP, memanjat ialah masuk 
melalui lubang yang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau 
masuk melalui lubang didalam tanah yang dengan sengaja 
digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang 
digunakan sebagai batas penutup.  
                                                          
     27 R.Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Poloteia, Bogor, Hlm.250 
     28 Ibid. 
     29 Satochid Kartanegara, 1998, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, 
Jakarta 
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 Unsur “anak kunci palsu”  
Berdasarkan Pasal 100 KUHP, yang menyatakan bahwa 
dengan dengan anak kunci palsu termasuk segala alat yang 
diperuntukkan untuk membuka kunci. Meliputi benda-benda 
seperti kawat, paku, obeng, dan lainnya yang digunakan untuk 
membuka slot kunci.  
 Unsur “Perintah Palsu” 
Menurut beberapa pakar, istilah perintah palsu ditafsirkan 
dengan berbagai batasan: 
 
 R. Soesilo  
Perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya 
seperti surat perintah yang asli yang dikeluarkan oleh orang yang 
berwajib, tetapi sebenarnya bukan.  
 Moch. Anwar  
Perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti 
surat perintah asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang 
berwenang membuatnya berdasarkan peraturan yang sah.  
 Unsur “pakaian jabatan palsu”  
Dalam pasal ini yang dimaksud “pakaian palsu” ialah baju 
seragam yang biasanya dipakai oleh seorang pejabat tertentu, 
yang pemakaiannya oleh seseorang itu telah membuat dirinya 
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membuat dirinya mempunyai hak untuk memasuki sebuah 
bangunan tertentu.30 
 
Jika karena adanya unsur-unsur yang memberatkan seperti yang 
telah dibicarakan diatas, pidana yang diancamkan bagi pelakunya telah 
diperberat menjadi selama-lamanya tujuh tahun, maka dalam Pasal 363 
Ayat (2) KUHP lebih memperberat pidana yang diancam bagi pelakunya 
menjadi selama-lamanya Sembilan tahun penjara, yakni jika tindak pidana 
pencurian yang dilakukan pada malam hari didalam suatu tempat 
kediaman atau diatas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya 
terdapat tempat kediaman, atau yang dilakukan oleh seseorang yang 
berada disana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan 
orang yang itu ternyata:  
a. Telah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. 
b. Telah dilakukan oleh pelaku dengan melakukan pembongkaran, 
perusakan, pemanjatan, atau dengan memakai kunci-kunci palsu, 
perintah palsu, atau seragam palsu dalam usahanya untuk 
memperoleh jalan masuk ketempat kejahatan atau dalam usahanya 
untuk mencapai benda yang hendak diambilnya.31  
 
 
                                                          
     30 R.Soesio, 1995, Op.cit.Hlm.34 
     31 Ibid. 
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C. Tinjauan Umum Terhadap Anak 
  1.  Pengertian Anak 
 Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus 
perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus 
karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena 
dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia 
yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak 
asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi 
kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa, 
sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 
berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak 
kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.32 
Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah selaku 
kaki tangan Negara akan tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, 
keluarga dan masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga dan 
memelihara hak asasi anak tersebut. Dalam hal ini pemerintah 
bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesbilitas bagi anak 
terutama untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara 
optimal. Senada dengan itu dalam pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 
menyatakan bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas 
                                                          
     32 Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
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kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.33 
2. Penjelasan Anak Menurut Undang-Undang dan Peraturan 
Lainnya 
Sejalan dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, muncul 
beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anak. 
Akan tetapi dari berbagai peraturan perundang-undangan tersebut 
terdapat perbedaan definisi anak. Anak dalam perspektif hukum Indonesia 
lazim dikatakan sebagai seorang yang belum dewasa atau masih di 
bawah umur. Selain itu juga disebut sebagai seorang yang berada di 
bawah perwalian. Perbedaan mengenai anak dalam hal ini berhubungan 
dengan umur dari anak tersebut. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa 
pengertian anak di berbagai peraturan perundang-undangan: 
a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 
Anak. 
Dalam undang-undang ini diungkapkan bahwa sistem 
peradilan anak merupakan seluruh proses penyelesaian perkara 
anak yang berhadapan dengan hukum, yakni mulai dari tahapan 
penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah 
menjalani pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah 
anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban 
                                                          
     33 Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 
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tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Lebih 
lanjut mengenai anak yang berkonflik dengan hukum yang 
selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang berumur 12 
(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun 
yang diduga melakukan tindak pidana. Apabila dilihat dari apa yang 
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Anak dapat disimpulkan bahwa kategori anak 
dalam peraturan ini adalah anak yang berusia antara 12 sampai 18 
tahun. 
 
b.  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 
Undang-undang ini adalah peraturan yang sebelumnya 
berlaku bagi tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Karena 
terdapat beberapa hal yang tidak lagi relevan dengan keadaan 
yang terjadi di masa sekarang maka diperbaharui denmgan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang telah disebutkan di 
atas. Dalam Undang-Undang ini tepatnya pada Pasal 1 Ayat (1) 
menyebutkan bahwa anak merupakan orang yang telah mencapai 
umjur 8 (delapan) tahun sampai sebelum mencapai umur 18 
(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dalam ketentuan 
undang-undang ini ditentukan bahwa batas minimal anak adalah 
berumur 8 tahun maka dapat dibina maka penyidik menyerahkan 
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anak kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan 
dari Pembimbingan Kemasyarakatan. 
 
c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga 
Permasyarakatan 
Dalam Pasal 1 Angka 8 Huruf a, b dan c undang-undang ini 
menyebutkan bahwa anak didik permasyarakatan baik anak 
pidana, anak negara dan sipil untuk dapat dididik di Lapas Anak 
adalah paling lama sampai berusia 18 (delapan belas) tahun dan 
untuk anak sipil guna dapat ditempatkan dilapas anak maka 
perpanjangan penempatannya hanya boleh paling lama sampai 
berumur 18 (delapan belas). 
 
d.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 
Dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) undang-
undang ini menyebutkan bahwa batasan untuk disebut anak adalah 
belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah 
melangsungkan perkawinan. 
 
e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. 
Undang-undang ini tidak secara eksplisit mengatur 
mengenai batas usia anak. Akan tetapi bila dilihat dalam Pasal 171 
KUHAP menyebutkan bahwa batasan umur anak di sidang 
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pengadilan yang boleh diperiksa tanpa sampah dipergunakan 
batasan umur di bawah 15 (lima belas) tahun. Selanjutnya dalam 
Pasal 153 menyebutkan bahwa dalam hal-hal tertentu hakim dapat 
menentukan anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) 
tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang. 
 
f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 
Menurut undang-undang ini anak adalah seorang yang 
belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah 
kawin. 
 
g. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia 
Dalam Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah tiap 
manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan 
belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan 
apabila hal tersebut demi kepentingannya. 
 
h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
Dalam Pasal 1 utir 1 menyebutkan bahwa anak adalah 
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 
anak yang masih dalam kandungan. 
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i.  PP Nomor 2 Tahun 1988 tentang Tata Usaha Kesejahtraan Anak 
bagi Anak yang Mempunyai Masalah   
Menurut peraturan ini, anak adalah seseorang yang belum 
mencapai umur 21 tahun atau belum kawin. 
 
j. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata maka anak adalah mereka yang belum mencapai 
umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. 
 
k. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
KUHP tidak secara eksplisit menyebutkan tentang kategori 
anak tetapi dapat dijumpai dalam Pasal 45 dan 72 yang memakai 
batasan umur 16 tahun dan Pasal 283 yang member batsan 17 
tahun. 
 
Dalam hal ini, yang menjadi acuan penulis dalam menulis kali ini 
adalan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 
Anak. Yang menyatakan bahwa anak yang yang berkonflik dengan hukum 
selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang berumur 12 (dua 
belas) tahun, tetapi belum umur 18 (delapab belas) tahun yang diduga 
melakukan tindak pidana. 
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D.  Bentuk-Bentuk Penyertaan 
1. Pengertian Penyertaan (Deelneming) 
Salah satu subjek hukum pidana adalah manusia dengan kualifikasi 
tertentu, yaitu ia mempunyai kewajiban atau tanggung jawab secara 
pidana atas tindak pidana yang telah dilakukan. Dalam hal ini, suatu 
tindak pidana seringkali dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang 
atau lebih yang dimintai pertanggungjawaban secara pidana atau tersebut 
deelneming atau keikutsertaan. Akan tetapi apabila seorang saja yang 
melakukan suatu tindak pidana disebut alleen dader. 
Deelneming merupakan persoalan penting dalam hukum pidana 
terutama berkaitan dengan berat ringannya tanggung jawab pidana dari 
masing-masing orang terhadap tindak pidana. Kedudukan masing-masing 
orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana tidak selalu sama, sehingga 
berat ringannya tanggung jawab pidananya juga tidak sama. Dalam 
perkara deelneming mungkin hanya satu orang atau lebih yang wajib 
dibebani bertanggung jawab pidana secara penuh, sedangkan lain orang 
hanya dibebani sebagian tanggung jawab pidananya. 
 
2. Orang yang melakukan (Dader) 
Dader dalam bahasa Belanda berarti pembuat. Kata dader berasal 
dari daad yang berarti membuat. Sedangkan dalam bahasa Inggris pelaku 
disebut dengan doer. Menurut Laden Marpung yang dimaksud dengan 
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pelaku adalah yang memenuhi semua unsur delik yang diatur dalam 
undangh-undang. Pelaku dapat diketahui dari jenis delik, yaitu:34 
1. Delik formil, pelakunya adalah orang yang memenuhi perumusan delik 
dalam undang-undang. 
2. Delik materiil, pelaku yaitu orang yang membutuhkan akibat yang 
dilarang dalam perumusan delik. 
3. Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah 
orang yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang 
dirumuskan. 
3. Orang yang menyuruh melakukan (Doenplegeri) 
Orang yang menyuruh melakukan berarti orang yang berniat atau 
berkehendak untuk melakukan suatu delik namun tidak melakukan suatu 
delik namun tidak melakukan sendiri, tetapi melaksanakan niatnya dengan 
menyuruh orang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan 
perbuatannya. Orang yang disuruh melakukan disebut manus manistra. 
Orang yang disuruh malakukan perbuatan tersebut atau manus manistra 
tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang disuruhkan 
tersebut sehingga tidak dapat dihukum. Hal ini sesuai dengan 
                                                          
     34 Leden Marpaung, 2005, AsasTeori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 78. 
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yurisprudensi Mahkama Agung Putusan Nomor 137 K/Kr/1956 tanggal 1 
Desember 1956.35 
 
4. Orang yang turut melakukan (mededader) 
Orang yang turut  melakukan atau orang yang secara bersama-
sama melakukan suatu tindak pidana haruslah memenuhi dua unsur 
berikut: 
1). Harus ada kerjasama, 
2). Harus ada kesadaran kerjasama. 
Setiap orang yang sadar untuk melakukan suatu delik atau  
kejahatan secara bersama-sama, bertanggung jawab atas segala akibat 
yang timbul dari ruang lingkup kerjasamanya. Artinya jika salah seorang 
pelaku melakukan tindak pidana yang berada diluar ruang lingkup tindak 
pidana maka pelaku tersebut mempertanggungjawabkan perbuatannya 
sendiri. Dalam putusan Mahkama Agung RI Putusan tanggal 26 Juni 1971 
Nomor 15/K/Kr / 1970 berpendapat bahwa:  
”Perbuatan terdakwa mengancam dengan pistol tidak memenuhi 
semua unsure 339 KUHP. Terdakwa ke-I yang memukul korban 
dengan sepotong besi yang mengakibatkan meninggalnya si 
korban. Oleh karena itu untuk terdakwa ke-II, kualifikasi yang tepat 
adalah turut melakukan tindak pidana (medeplagen), sedangkan 
pembuat riilnuya adalah terdakwa”. 
 
 
 
                                                          
35 Yurisprudensi Mahkama Agung Putusan Nomor 137 K/Kr/1956 tanggal 1 Desember 
1956 
50 
 
5.  Orang yang sengaja membujuk (uitlokker) 
Orang yang sengaja membujuk diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) sub 
dua KUHP. Beberapa pakar berpendapat bahwa uitlokker termasuk 
deelneming yang berdiri sendiri. Secara umum orang yang sengaja 
membujuk dapat diartikan sebagai perbuatan yang menggerakkan orang 
lain melakukan suatu perbuatan terlarang dengan cara dan daya upaya. 
Orang yang sengaja membujuk dengan orang yang menyuruh melakukan 
memiliki persamaan yaitu sama-sama menggerakkan orang lain untuk 
melakukan kehendaknya. Sedangkan perbedaannya adalah madedader 
orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan 
sedangkan dalam uitlokker orang yang disuruh melakukan dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perbedaan antara mededader  
dengan  uitlokker adalah pada mededader cara membujuk tidak 
ditentukan sedangkan dalam uitlokker cara membujuk ditentukan.36 
Menurut Laden Mapung unsur-unsur yang ada didalam utlokker 
yaitu:37 
a. Kesengajaan pembujuk ditunjukkan kepada dilakukannya delik atau 
tindak pidana tertentu oleh yang dibujuk. 
b. Membujuk dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 55 Ayat (1) sub 
dua KUHP yaitu dengan pemberian, perjanjian salah memakai 
kekuasaan, menyualah gunakan kesalahan, kekerasan, ancaman, tipu 
daya, dan kesempatan, ikhtiar atau keteranan. 
                                                          
     36 Leden Marpaung, 2005, Op.cit.Hlm.24 
     37 Ibid.Hlm. 85 
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c. Orang yang dibujuk sungguh-sungguh telah terbujuk untuk melakukan 
tindak pidana tertentu. 
d. Orang yang terbujuk benar-benar melakukan tindak pidana, atau 
setidak-tidaknya percobaan atau poging 
 
6. Membantu (Medeplichtgheid) 
Membantu atau medeplichtgheid diatur dalam Pasal 56 KUHAP 
yang berbunyi sebagai berikut: 
Sebagai pembantu melakukan kejahatan dihukum 
1. Mereka dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan 
2.Mereka dengan sengaja memberikan kesempatan, ikhtiar atau      
keterangan untuk melakukan kejahatan. 
 
Kemudian dalam Pasal 57 KUHP, mengatur bahwa untuk 
menentukan hukuman bagi pembantu hanya diperhatikan perbuatan 
dengan sengaja memperlancar atau memudahkan bagi pelaku untuk 
mengakibatkan dari suatu tindak pidana. Membantu bersifat memberikan 
bantuan atau memberikan sokongan kepda pelaku. Berarti orang yang 
membantu tidak melakukan tindak pidana hanya memberikan kemudahan 
bagi pelaku. Unsur membantu dalam hal ini melakukan dua unsur yaitu 
unsur objektif yang terpenuhi apabila perbuatannya tersebut memang 
dimaksudkan terjadinya suatu tindak pidana. Kemudian unsur subjektif 
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terpenuhi apabila pelaku mengetahui dengan pasti bahwa perbuatannya 
tersebut dapat mempermudah terjadinya tindak pidana.38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
     38 R. Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia, Bogor, Hlm. 76. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar. Dengan 
melakukan penelitian di lokasi ini penulis berharap dapat memperoleh 
data yang akurat sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang 
objektif yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun pertimbangan 
dipilihnya lokasi penelitian tersebut karena sesuai dengan tujuan 
penulisan skripsi yaitu untuk meneliti faktor penyebab terjadinya tindak 
pidana pencurian yang disertai kekerasan oleh anak secara bersama-
sama dan bagaimana upaya penanggulangannya secara khusus di kota 
Makassar. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang akan digunakan yaitu : 
1. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan 
penelitian secara langsung dengan pihak-pihak terkait. 
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan 
terhadap berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan 
objek kajian seperti literatur-literatur, dokumen, maupun sumber 
lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. 
Sumber data dalam penelitian ini adalah: 
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1) Penelitian pustaka (library research), yaitu menelaah berbagai buku 
kepustakaan, koran dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan 
objek penelitian. 
2) Penelitian lapangan (field research), yaitu pengumpulan data dengan 
mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang 
diselidiki. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu: 
1. Metode penelitian kepustakaan, penelitian ini penulis lakukandengan 
membaca serta mengkaji berbagai literatur yang relevan dan 
berhubungan langsung dengan objek penelitian yang dijadikan 
sebagai landasan teoritis. 
2. Metode penelitian lapangan, dilakukan dengan cara wawancara atau 
pembicaraan langsung dan terbuka dalam bentuk Tanya jawab 
terhadap narasumber. 
 
D. Analisis Data 
Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data 
sekunder kemudian akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan 
kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif, guna memberikan 
pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya. Analisis 
data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan 
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gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara 
kualitatif dan kuantitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara 
deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai 
dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
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BAB VI 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak 
Pidana Pencurian yang Disertai Kekerasan yang Dilakukan 
oleh Anak Secara Bersama-sama dalam Putusan 
No.92/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS. 
Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan 
membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang 
terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat 
dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebelum 
penulis menguraikan mengenai penerapan hukum pidana materiil 
terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan 
yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama dalam Putusan 
No.92/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks, maka perlu diketahui terlebih 
dahulu posisi kasus, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa 
Penuntut Umum, dan Amar Putusan, yaitu sebagai berikut: 
 
1. Posis Kasus 
Bahwa mereka terdakwa I Muh. Alam A. Rasyid alias Alam, 
terdakwa II Muh. Alim A.Rasyid, terdakwa III Muh. Saldi, bersama-
sama saksi Firmansyah alias Firman, saksi Akmal, saksi Resky 
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Ramadhan alias Rama (berkas perkara diajukan secara terpisah) 
serta Dede dan Erwin (DPO), pada hari Senin tanggal 05 Januari 
2015 sekitar jam 23.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain 
dalam tahun 2015, bertempat di Alfamidi Jalan Dr. Leimena Kec. 
Panakukang Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang 
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, 
telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian 
kepunyaaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan 
hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk 
mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal 
tertangkap tangan, untuk memungkinkan, melarikan diri sendiri atau 
peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang 
dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan 
tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api 
atau trem, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 
bersekutu, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa. 
 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum   
Dasar pembuatan surat dakwaan harus berpedoman dari berita 
acara pemeriksaan yang sudah dikualifikasikan tindak pidananya oleh 
penyidik. Dalam membuat surat dakwaan yang harus diperhatikan 
adalah hasil pemeriksaan dan pasal berapa tindak pidana yang 
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dilanggar. Jaksa Penuntu Umum yang melakukan tugas penuntutan 
membuat surat dakwaan berdasarkan berita acara yang diberikan 
oleh penyidik untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di sidang 
pengadilan. Adapun isi dakwaan Penuntut Umum terhadap tindak 
pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa I Muh. Alam A. 
Rasyid alias Alam, terdakwa II Muh. Alim A.Rasyid, terdakwa III Muh. 
Saldi yang dibacakan di persidangan dihadapan Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Makassarsebagai berikut: 
Dakwaan Primair 
Bahwa ketika saksi Resky Ramadhan alias Rama bersama saksi 
firmansyah alias Firman, saksi Akmal, terdakwa II Muh. Alim A. 
Rasyid, serta Dede dan Erwin (DPO) berangkat menuju ke Alfamidi 
dengan menggunakan sepeda motor dimana terdakwa II Muh. Alim A. 
Rasyid berboncengan dengan Dede dan saksi Akmal dan saksi Resky 
Ramadhan alias Rama sedangkan Erwin berboncengan dengan saksi 
Akmal dan saksi Firmansyah Alias Firman kemudian pada saat tiba di 
tempat tersebut lalu saksi Resky Ramadhan alias Rama bersama 
dengan Dede, Erwin dan saksi Firmansyah alias Firman turun dari 
motor kemudian terdakwa II Muh. Alim A. Rasyid dan saksi Akmal 
menunggu dimotor sambil mengawasi orang-orang di sekitar alfamidi, 
setelah itu terdakwa III Muh. Saldi dan terdakwa I Muh. Alam A. 
Rasyid berpura-pura sebagai tukang parker dimana sebelumnya 
Erwin memberitahukan kepada terdakwa III Muh. Saldi dan terdakwa I 
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Muh. Alam A.Rasyid akan melakukan pencurian di Alfamidi tersebut 
setelah itu terdakwa III Muh. Saldi dan terdakwa I Muh. Alam A. 
Rasyid masuk kedalam Alfamidi dan menutup pintu yang ada di dalam 
Alfamidi tersebut setelah itu saksi Resky Ramadhan bersama saksi 
Firmansyah, Erwin dan Dede langsung masuk kedalam Alfamidi 
dengan membawa senjata tajam berupa samurai dan langsung 
mengancam saksi Kahyudi, saksi Ridwan dan saksi Riswandi dengan 
mengatakan “ jangan macam-macam, diam di tempat dan jongkok “ 
sambil saksi Resky Ramadhan memegang samurai dan memegang 
kera bajunya sedangkan Erwin memegang samurai sambil mengambil 
uang tunai yang ada dalam laci kasir sekitar Rp. 805.00,- (delapan 
ratus lima ribu rupiah) kemudian Dede membawa tas dan mengambil 
beberapa bungkus rokok berbagai merek lalu saksi Firmansyah 
membawa anak panah atau busur bersama ketapelnya dan 
mengambil beberapa bungkus rokok berbagai merek, beberapa coklat 
merek Silver Quin, beberapa biji lampu merek Philips, beberapa buah 
shampoo berbagai merek dan langsung dimasukkan kedalam tasnya 
kemudian saksi Resky Ramadhan mengambil uang yang tercecer 
dilantai sebanyak Rp. 17.000,-  (Tuju belas ribu rupiah), setelah itu 
Dede mengambil kunci motor milik karyawan Alfamidi sebanyak 4 Unit 
sepeda motor kemudian saksi Resky Ramadhan, saksi Firmansyah, 
Dede dan Erwin saksi Muhammad Akmal, terdakwa II Muh. Alim A. 
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Rasyid terdakwa, III Muh. Saldi dan terdakwa I Muh. Alam A. Rasyid 
pergi meninggalkan Alfamidi tersebut. 
Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Midi Utama Indonesia 
(Alfamidi) yang dikuasai kepada saksi Kahyudi menghalami kerugian 
sebesar RP. 4.157.000,- (empat juta seratus lima puluh tujuh rupiah) 
atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh 
rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHPidana. 
Dakwaan Subidair 
Bahwa ketika saksi Resky Ramadhan alias Rama bersama saksi 
firmansyah alias Firman, saksi Akmal, terdakwa II Muh. Alim A. 
Rasyid, serta Dede dan Erwin (DPO) berangkat menuju ke Alfamidi 
dengan menggunakan sepeda motor dimana terdakwa II Muh. Alim A. 
Rasyid berboncengan dengan Dede dan saksi Akmal dan saksi Resky 
Ramadhan alias Rama sedangkan Erwin berboncengan dengan saksi 
Akmal dan saksi Firmansyah Alias Firman kemudian pada saat tiba di 
tempat tersebut lalu saksi Resky Ramadhan alias Rama bersama 
dengan Dede, Erwin dan saksi Firmansyah alias Firman turun dari 
motor kemudian terdakwa II Muh. Alim A. Rasyid dan saksi Akmal 
menunggu dimotor sambil mengawasi orang-orang di sekitar alfamidi, 
setelah itu terdakwa III Muh. Saldi dan terdakwa I Muh. Alam A. 
Rasyid berpura-pura sebagai tukang parker dimana sebelumnya 
Erwin memberitahukan kepada terdakwa III Muh. Saldi dan terdakwa I 
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Muh. Alam A.Rasyid akan melakukan pencurian di Alfamidi tersebut 
setelah itu terdakwa III Muh. Saldi dan terdakwa I Muh. Alam A. 
Rasyid masuk kedalam Alfamidi dan menutup pintu yang ada di dalam 
Alfamidi tersebut setelah itu saksi Resky Ramadhan bersama saksi 
Firmansyah, Erwin dan Dede langsung masuk kedalam Alfamidi 
dengan membawa senjata tajam berupa samurai dan langsung 
mengancam saksi Kahyudi, saksi Ridwan dan saksi Riswandi dengan 
mengatakan “ jangan macam-macam, diam di tempat dan jongkok “ 
sambil saksi Resky Ramadhan memegang samurai dan memegang 
kera bajunya sedangkan Erwin memegang samurai sambil mengambil 
uang tunai yang ada dalam laci kasir sekitar Rp. 805.00,- (delapan 
ratus lima ribu rupiah) kemudian Dede membawa tas dan mengambil 
beberapa bungkus rokok berbagai merek lalu saksi Firmansyah 
membawa anak panah atau busur bersama ketapelnya dan 
mengambil beberapa bungkus rokok berbagai merek, beberapa coklat 
merek Silver Quin, beberapa biji lampu merek Philips, beberapa buah 
shampoo berbagai merek dan langsung dimasukkan kedalam tasnya 
kemudian saksi Resky Ramadhan mengambil uang yang tercecer 
dilantai sebanyak Rp. 17.000,-  (Tuju belas ribu rupiah), setelah itu 
Dede mengambil kunci motor milik karyawan Alfamidi sebanyak 4 Unit 
sepeda motor kemudian saksi Resky Ramadhan, saksi Firmansyah, 
Dede dan Erwin saksi Muhammad Akmal, terdakwa II Muh. Alim A. 
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Rasyid terdakwa, III Muh. Saldi dan terdakwa I Muh. Alam A. Rasyid 
pergi meninggalkan Alfamidi tersebut. 
Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Midi Utama Indonesia 
(Alfamidi) yang dikuasai kepada saksi Kahyudi menghalami kerugian 
sebesar RP. 4.157.000,- (empat juta seratus lima puluh tujuh rupiah) 
atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh 
rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada 
pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana. 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka 
sampailah kepada pembuktian mengenai unsure-unusr tindak pidana 
yang didakwakan kepada terdakwa, sebagaomana, diketahui bahwa 
para terdakwa diajukan didepan persidangan dengan dakwaan 
sebagai berikut: 
- Primair  : Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP. 
- Subsidair : Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP. 
Bahwa oleh karena dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum 
secara Subsidaritas, maka terlebih dahulu diuraikan dan dibuktikan 
Dakwaan Primair yaitu PAsal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHPidana, 
yang unsure-unsurnya sebagai berikut: 
- Barang siapa; 
- Telah melakukan pencurian yang didahului, disertai kekerasan 
atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud 
untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau 
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dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan 
diri sendiri atau peserta lain atau tetap menguasai barang yang 
dicuri; 
- Dilakukian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau 
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau 
dalam kereta api atau trem; 
- Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu 
Ad.1. Unsur Barang Siapa 
Bahwa pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja atau 
subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat 
mempertanggung jawabkan perbuatannya. 
Bahwa Lk. Muh. Alam A. Rasyid alias alam, Muh. Alim A.Rasyid 
alias alim dan Muh. Saldi yang dihadapkan dipersidangan ini dengan 
berdasarkan  fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari 
keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri 
yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini 
adalah Muh. Alam a. Rasyid alias Alam, Muh. Alim A. Rasyid dan 
Muh. Saldi sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan 
perbuatannya masing-masing. 
Berdasarkan fakta tersebut, maka unsure “barang siapa’ telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
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Ad. 2. Unsur telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau 
diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, 
dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah 
pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan 
melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai 
barang yang dicuri 
Bahwa perbuatan yang ditetapkan dalam pasal ini bersifat 
alternative, sehingga telah memenuhi unsure apabila terbukti salah 
satunya ataupun lebih 
Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan 
yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disupah dengan 
keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta bahwa benar pada 
hari senin, tanggal 05 Januari 2015, sekitar pukul 23.00 WITA 
bertempat di mini market Alfamidi jalan dr. Leimena Kec. Panakukang 
Makassar, sebelumnya terdakwa I Muh. Alam A. Rasyid dan terdakwa 
III MUh. Saldi  bertugas sebagai tukang parker sudah diberitahukan 
oleh Erwin kalau akan mau dilakukan pencurian di Alfamidi dan 
beberapa lama kemudian, saksi Muh Resky Ramadhan bersama 
saksi firman, saksi Muh. Akmal dan Dede dan Erwin (DPO) dan 
terdakwa II Muh. Alim A. Rasyid berboncengan dengan motor menuju 
Alfamidi kemudian saksi Muh Resky Ramadhan bersama saksi 
firman, saksi Muh. Akmal dan Dede dan Erwin masuk kedalam 
Alfamidi sambil membawa samurai dan busur beserta alat ketapelnya 
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kemudian mengancam saksi Kahyudi, saksi Ridwan dan saksi 
Riswandi. Kemudian  saksi Firmansyah mengambil barang-barang di 
dalam Alfamidi, berupa uang sebesar Rp. 805.000,- (delapn ratus lima 
ribu rupiah) dan beberapa bungkus rokok berbagai merek, shampho, 
coklat, dan lampu merek Philips, dan terdakwa tidak mengetahui apa 
saja yang diambil oleh Erwin dan Dede, kemudian saksi Resky 
Ramadhan melihat ada uang tercecer dilantai sebesar Rp. 17.000,- 
(tuju belas ribu rupiah) lalu Resky Ramadhan mengambil uang 
tersebut , dan uang tersebut sudah dihabisi oleh saksi risky 
Ramadhan dengan menggunakan untuk kepentingan pribadinya 
sendiri dan oleh karena para terdakwa mengakui bahwa para 
terdakwa beteman mengambil barang tersebut tanpa seizin dari 
pemiliknya dengan maksud untuk dimilikinya, hal tersebut dikuatkan 
pula dengan adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan. 
Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsure ini telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum 
Ad. 3 Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau 
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau dalam 
kereta api atau trem 
  Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan 
yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disupah dengan 
keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta bahwa benar pada 
66 
 
hari senin, tanggal 05 Januari 2015, sekitar pukul 23.00 WITA 
bertempat di mini market Alfamidi jalan dr. Leimena Kec. Panakukang 
Makassar, sebelumnya terdakwa I Muh. Alam A. Rasyid dan terdakwa 
III MUh. Saldi  bertugas sebagai tukang parker sudah diberitahukan 
oleh Erwin kalau akan mau dilakukan pencurian di Alfamidi dan 
beberapa lama kemudian, saksi Muh Resky Ramadhan bersama 
saksi firman, saksi Muh. Akmal dan Dede dan Erwin (DPO) dan 
terdakwa II Muh. Alim A. Rasyid berboncengan dengan motor menuju 
Alfamidi kemudian saksi Muh Resky Ramadhan bersama saksi 
firman, saksi Muh. Akmal dan Dede dan Erwin masuk kedalam 
Alfamidi sambil membawa samurai dan busur beserta alat ketapelnya 
kemudian mengancam saksi Kahyudi, saksi Ridwan dan saksi 
Riswandi. Kemudian  saksi Firmansyah mengambil barang-barang di 
dalam Alfamidi, berupa uang sebesar Rp. 805.000,- (delapn ratus lima 
ribu rupiah) dan beberapa bungkus rokok berbagai merek, shampho, 
coklat, dan lampu merek Philips, dan terdakwa tidak mengetahui apa 
saja yang diambil oleh Erwin dan Dede, kemudian saksi Resky 
Ramadhan melihat ada uang tercecer dilantai sebesar Rp. 17.000,- 
(tuju belas ribu rupiah) lalu Resky Ramadhan mengambil uang 
tersebut , dan uang tersebut sudah dihabisi oleh saksi risky 
Ramadhan dengan menggunakan untuk kepentingan pribadinya 
sendiri dan oleh karena para terdakwa mengakui bahwa para 
terdakwa beteman mengambil barang tersebut tanpa seizin dari 
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pemiliknya dengan maksud untuk dimilikinya, hal tersebut dikuatkan 
pula dengan adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan. 
Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsure ini telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
Ad. 4 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 
bersekutu 
 Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan 
yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan 
keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta bahwa benar pada 
hari senin, tanggal 05 Januari 2015, sekitar pukul 23.00 WITA 
bertempat di mini market Alfamidi jalan dr. Leimena Kec. Panakukang 
Makassar. Bahwa terdakwa I Muh. Alam A. Rasyid terdakwa II Muh. 
Alim A. Rasyid dan terdakwa III Muh. Saldi dan saksi Abd. Haris 
(Anggota Polri) menerangkan sebelumnya terdakwa I Muh. Alam A. 
Rasyid dan terdakwa III Muh. Saldi bertugas sebagai tukang parker 
dan pada saat itu dilihat dari gambar CCTV terdakwa I Muh. Alam dan 
terdakwa III Muh. Saldi alas an masuk kedalam Alfamidi dan masuk 
kedalam tempat para karyawan  kemudian menutup pintu sehingga 
karyawan yang berada dilantai 2 tidak bias turun, kemudian Dede dan 
Erwin, saksi Akmal, Saksi Firmansyah, dan terdakwa II Muh. Alim 
datang untuk melakukan pencurian di alfamidi jalan dr. Leimena 
setelah itu terdakwa II Muh. Alim berboncengan bersama Dede dan 
68 
 
Firman  sedangkan saksi Akmal, saksi Resky Ramadhan dan Erwin 
berbonecengan menuju ke alfamidi. Dimana yang masuk kedalam 
alfamidi sambil menutup muka dengan menggunakan scrap dan 
mengambil barang-barang di dalam alfamidi berupa, uang, rokok, 
shampoo dan saksi Resky Ramadhan tidak mengetahui apa saja 
yang diambil oleh Erwin dan Dede, kemudian saksi Resky Ramadhan 
melihat ada uang tercecer sebesar Rp. 17.000,- (tuju belas ribu 
rupiah) lalu saksi Resky Ramadhan mengambil uang tersebut, dan 
setelah itu saksi Resky Ramadhan bersama Erwin, Dede dan 
Firmansyah membawa lari motor milik karyawan Alfamidi. Sedangkan 
terdakwa II Muh. Alim A. Rasyid dan saksi Muh. Akmal tinggal diatas 
motor sambil menjaga-jaga didepan Alfamidi dan aksi pencurian ini 
terdakwa I Muh. Alam A. Rasyid dan terdakwa III Muh. Saldi sudah 
mengetahui sebelumnya dan terdakwa III Muh. Saldi memberitahukan 
kepada saksi Abd. Haris kalau pencurian ini sudah direncanakan dan 
dilakukan oleh para terdakwa, Muh. Resky Ramadhan, Firmansyah, 
Muh. Akmal, terdakwa II Muh. Alim A. Rasyid dan Erwin dan Dede 
(DPO) dan hasil pencurian tersebut terbagi-bagi kepada para 
terdakwa, termasuk terdakwa I Muh. Alam A. Rasyid, terdakwa II Muh. 
Alim A. Rasyid dan terdakwa Muh. Saldi semua mendapat bagian 
uang dan rokok. 
Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsure ini telahj terbukti 
secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
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3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Berdasarkan dakwaan penuntut umum, maka Jaksa Penuntut 
Umum dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan 
yang dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa I Muh. Alam A. 
Rasyid, terdakwa II Muh. Alim A. Rasyid dan terdakwa III Muh. Saldi , 
maka penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan 
Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara 
No.92/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Mks untuk memutuskan antara lain 
sebagai berikut 
a. Menyatakan terdakwa I Muh. Alam A. Rasyid, terdakwa II Muh. 
Alim A. Rasyid dan terdakwa III Muh. Saldi bersalah melakukan 
tindak pidana “pencurian dengan kekerasan yang dilakukan 
secara bersama-sama” sebagaimana diatur dalam Pasal 365 
ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP dalam dakwaan Primair; 
b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Muh. Alam A. Rasyid, 
terdakwa II Muh. Alim A. Rasyid dan terdakwa III Muh. Saldi, 
oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 
(delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan 
perintah terdakwa tetap ditahan; 
c. Menyatakan barang bukti berupa: 14 (empat belas) buah anak 
panah/busur yang terbuat dari besi yang ujungnya dikasih 
runcing, 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi yang 
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memiliki tali pengait yang terbuat dari kredit infuse warna 
kuning, 1 (satu) bilah badik yang berukuran panjang sekitar 20 
cm beserta sarungnya, 5 (lima) bungkus rokok merek malboro, 
2 (dua)  bungkus rokok merek Djie Sam Soe, 2 (dua) buah 
rokok merek Sampoerna, 1 (satu) bungkus rokok merek 
Clamild, 1 (satu) bungkus rokok merek Starmild, 1 (satu) 
bungkus rokok merek Djarum Black, 1 (satu) bungkus rokok 
merek surya Pro, 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super Mild. 
Barang bukti tersebut diajukan pada berkas perkara lainm atas 
nama Dede 
d. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya 
perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). 
4. Amar Putusan 
Atas dasar dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Maka 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Selasa tanggal 
21 April 2015 oleh Suparman Nyompa,S.H.,M.H. sebagai Hakim 
Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk 
umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Feisal 
Mutafa, SH sebagai Panitra PEngganti dan dihadiri oleh Andi 
Nurbaeti, SH Sebagai Jaksa Penuntut Umumm. Maka Pengadilan 
Negeri Makassar yang berkompeten menyidangkan dan memeriksa 
perkara tindak pidana sebagaimana telah dikemukakan diatas, sesuai 
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dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah 
menjatuhkan putusan sebagai berikut: 
Mengadili 
1. Menyatakan terdakwa I Muh. Alam A. Rasyid, terdakwa II Muh. 
Alim A. Rasyid dan terdakwa III Muh. Saldi terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana encurian 
dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama”; 
2. Menjatuhkan tindakan kepada terdakwa I Muh. Alam A. Rasyid, 
terdakwa II Muh. Alim A. Rasyid dan terdakwa III Muh. Saldi 
tersebut oleh karena itu yakni menyerahkan para terdakwa pada 
Dinas Sosial dalam hal ini ke Panti Sosial Marsudi Putra 
Toddopuli di Makassar untuk mengikuti pendidikan, pembinaan 
dan pelatihan kerja selama 7 (tujuh) bulan; 
3. Memerintahkan agar terdakwa I Muh. Alam A. Rasyid, terdakwa 
II Muh. Alim A. Rasyid dan terdakwa III Muh. Saldi segera 
dikeluarkan dari tahanan; 
4. menetapkan barang bukti berupa: 14 (empat belas) buah anak 
panah/busur yang terbuat dari besi yang ujungnya dikasih 
runcing, 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi yang 
memiliki tali pengait yang terbuat dari kredit infuse warna 
kuning, 1 (satu) bilah badik yang berukuran panjang sekitar 20 
cm beserta sarungnya, 5 (lima) bungkus rokok merek malboro, 
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2 (dua)  bungkus rokok merek Djie Sam Soe, 2 (dua) buah 
rokok merek Sampoerna, 1 (satu) bungkus rokok merek 
Clamild, 1 (satu) bungkus rokok merek Starmild, 1 (satu) 
bungkus rokok merek Djarum Black, 1 (satu) bungkus rokok 
merek surya Pro, 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super Mild, 
diajukan pada berkas perkara lain; 
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 
2000,- (dua ribu rupiah) 
5. Analisis Penulis 
Berhasilnya suatu proses penegakan hukum sangat bergantung 
pada penerapan hukum pidana, dimana peran penegak hukum salah 
satunya yaitu bagaimana peran penegak hukum dalam 
menggunakannya dalam kehidupan nyata. 
Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan pidana dalam 
sidang pengadilan sedangkan surat tuntutan adalah surat yang berisi 
tuntutan penuntut umum terhadap suatu tindak pidana. Pada 
hakikinya, seseorang Jaksa Penuntut Umum harus membuat surat 
dakwaan dan tuntutan yang membuat terdakwa tidak dapat lolos dari 
jeratan hukum. Hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh 
menyimpang dari dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. 
Seseorang terdakwa hanya dapat dijatuhkan hukuman karena telah 
dibuktikan dalam persidangan bahwah terdakwa telah melakukan 
73 
 
tindak pidana seperti apa yang disebutkan jaksa dalam surat 
dakwaannya. 
 Kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini mengenai Pencurian 
dengan kekerasan oleh anak secara bersama-sama yang dilakukan 
oleh Terdakwa I Muh. Alam A. Rasyid Terdakwa II Muh. Alim A. 
Rasyid dan terdakwa III Muh. Saldi. Dalam kasus ini, surat dakwaan 
Jaksa Penuntut Umum secara teknis telah memenuhi syarat formil 
surat dakwaan sebagaimana yang dimaksud Pasal 143 Ayat (2) 
KUHAP, yaitu harus memuat tanggal dan ditandatangani oleh 
penuntut umumserta identitas lengkap dari terdakwa. Selain itu juga, 
surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap 
mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu 
dan tempat pidana itu dilakukan. 
Hakim dalam memeriksa perkara ini, berusaha mencari dan 
membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang 
terungkap dalam persidangan serta berpegang teguh pada apa yang 
dirumuskan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. 
Berdasarkan posisi kasus yang telah diuraikan diatas maka dapat 
disimpulkan telah sesuai dengan ketentuan baik hukum formil maupun 
hukum pidana materiil dan syarat dipidananya seorang terdakwa. 
 Dalam hasil penelitian diketahui bahwa hakim tidak dapat 
menyimpang  dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. 
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Seorang terdakwa hanya dapat dijatuhkan hukuman karena tebukti 
melakukan tindak pidana seperti apa yang disebutkan Jaksa penuntut 
Umum dalam surat dakwaannya. Upaya pembuktian didasarkan pada 
ketentuan PAsal 184 KUHAP yang menjelaskan bahwa Hakim tidak 
boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan 
sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh 
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 
terdakwalah yang bersalah melakukannya. 
Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis berpendapat bahwa 
penerapan hukum pidana oleh Hamim Tunggal Suparman Nyompa, 
SH, MH.  dalam perkara pencurian disertai kekerasan oleh anak 
secara bersama-sama dengan nomor 92/Pid.Sus.Anan/2015/PN.Mks 
yakni dalam pasal 364 ayat 2 ke-1, ke-2 sudah tepat mengingat 
perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Muh. Alam A. Rasyid 
Terdakwa II Muh. Alim A. Rasyid dan terdakwa III Muh. Saldi 
memenuhi unsur-unsur suatu perbuatan yang dapat dipidana. 
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B. Pertimbangan Hukum oleh Hakim Dalam Menjatuhkan 
Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian disertai 
Kekerasan oleh Anak Secara Bersama-sama dalam Putusan No. 
92/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS 
1. Pertimbangan Hakim  
Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman 
pidana tindak pidana pencurian disertai kekerasan oleh anak secara 
bersama-sama dalam putusan No.92/Pid/Sus.Anak/2015/PN.Mks, 
berdasarkan beberapa pertimbangan. Majelis Hakim memeriksa dan 
menjatuhkan putusan berpedoman pada surat dakwaan. Setelah 
hakim membaca surat dakwaan tersebut, maka hakim belum bias 
menjatuhkan putusan karena hakim belum bias memastikan terbukti 
atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana tanpa berdasarkan 
alat bukti dan pertimbangan yuridis. Hal-hal yang menjadi 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara 
No.92/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks sebagai berikut. 
a. Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan kepersidangan 
telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair 
Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Subsidair PAsal 363 
ayat (1) ke-4 KUHP; 
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b. Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 
beberapa saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-
masing, antara lain sebagai berikut: 
Saksi Kahyudi dan Riswandi telah memberikan keterangan 
sesuai apa yang diberikan kepada penyidik dan keterangan 
telah termuat dalam berita acara persidangan dimana 
keterangan pada pokoknya telah mendukung dakwaan penuntut 
umum dan memberatkan perbuatan terdakwa; 
c. Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan 
keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya 
dan keterangan tersebut telah dimuat dalam berita acara 
persidangan ini; 
d. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka 
didapatlah fakta-fakta dipersidangan, dimana keterangan para 
saksi yang didengar dibawah sumpah antara yang satu dengan 
yang lainnya saling berkaitan dan berhubungan dengan 
keterangan terdakwa serta dengan diajukan barang bukti 
dipersidangan maka unsure-unsur yang terkandung dalam pasal 
dakwaan jaksa penuntut umum telah terpenuhi oleh perbuatan 
terdakwa; 
e. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam  
rumusan delik telah terpenuhi semua oleh perbuatan terdakwa 
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maka terdakwa dinyatakan terbukti secara menurut hukum dan 
Hakim yakin akan kesalahan terdakwa telah melakukan 
perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut 
Umum; 
f. Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat 
dipertanggung jawabkan kepadanya maka Hakim akan 
mempertimbangkan sebagai berikut 
g. Menimbang, bahwa Hakim tidak melihat adanya alas an 
penghapus pidana baik alas an pembenar maupun alas an 
pemaaf dalam perbuatan terdakwa tersebut sehingga perbuatan 
terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya; 
h. Menimbang, bahwa Hakim berkesimpulan terdakwa telah 
terbukti melakukan perbuatan yang didakwaan kepadanya 
karenanya harus dihukum pula untuk membayar ongkos 
perkara; 
i. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, penahanan 
terdakwa harus tetap dilanjutkan agar terdakwa tidak 
menghindarkan diri dari pelaksanaan hukuman yang akan 
dijatuhkan; 
j. Menimbang, bahwwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan 
seluruhnya haruslah dari hukuman yang akan dijatuhkan 
kepada terdakwa; 
78 
 
k. Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap 
terdakwa terlebih dahulu Hakim perlu mempertimbangkan hal-
hal yang ada pada diri terdakwa baik hal-hal yng memberatkan 
maupun hal-hal yang meringankan terdakwa sehingga putusan 
yang akan dijatuhkan dapat mencapai rasa keadilan; 
Hal-hal yang memberatkan : 
- Perbuatan para terdakwa dapat meresahkan masyarakat; 
Hal-hal yang meingankan : 
- Para terdakwa mengakui terus terang dan menyesali 
perbuatannya; 
- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan; dan 
- Para terdakwa masih muda dan perlu dibina. 
2. Putusan Hakim 
Berdasarkan terpenuhinya  semua unsure-unsur dari PAsal 365 
ayat (2) ke-1, ke-2 kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka Hakim 
Tunggal Suparman Nyompa, S.H., M.H. selanjutnya berkesimpulan 
Bahwa terdakwa I Muh. Alam A. Rasyid, terdakwa II Muh. Alim A. 
Rasyid dan terdakwa III Muh. Saldi terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana encurian dengan 
kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang didakwakan 
kepadanya yang dibuat oleh Penuntut Umum. 
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3. Analisa Penulis 
Konsekuensi dengan adanya hukum adalah keputusan hakim 
harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak 
akan berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata, melainkan 
persoalan keadilan biasanya dihubungkan dengan kepentingan 
individu para pencari keadilan dan itu berarti keadilan menurut hukum 
sering diartikan dengan kemenangan dan kekalahan oleh pencari 
keadilan. Penting kiranya untuk memberikan pemahaman bahwa 
sebuah keadilan itu bersifat abstrak, tergantung dari sisi mana kita 
memandangnya. Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan 
tujuan hukum dan juga memenuhi rasa keadilan. Suatu proses 
keadilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang di dalamnya 
terdapat penjatuhan sanksi pidana (pemidanaan) dan di dalam 
putusan itu majelis hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang 
telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi dasar amar putusannya. 
Putusan hakim merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat 
Negara yang diberi kewenangan untuk memutuskan penjatuhan 
pidana jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan 
meyakinkan. Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan 
sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang 
terdiri dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, 
keterangan terdakwa, alat bukti dan pasal-pasal yang dilanggar. 
Adapun pertimbangan non-yuridis yang terdiri dari latar belakang 
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perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa 
pada saat melakukan perbuatan serta hal-hal lain yang terkait dalam 
tindak pidana yang dilakukan terdakwa. 
Berkaitan dengan perkara yang penulis bahas, maka penulis 
melakukan wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri 
Makassar yang menangani perkara ini, yaitu Hakim Suparman 
Nyompa. S.H., M.H. pada tanggal 25 Januari 2016 untuk mengetahui 
apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus 
dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Beliau memberikan 
gambaran secara umum terhadap kasus yang penulis angkat dan 
menyatakan bahwa: 
Dalam memutus sebuah perkara, seorang hakim harus 
mempertimbangkan berbagai hal, yang diantaranya yaitu surat 
dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntu Umum, keterangan saksi dan 
keterangan terdakwa serta hal-hal yang dianggap perlu untuk 
dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Semua hal tersebut 
membutuhkan perhatian agar dapat menggali fakta-fakta sehingga 
hakim dapat memperoleh sebuah keputusan yang mendekati rasa 
keadilan agar semua pihak yang terkait merasa puas dengan 
keputusan yang dibjuat oleh hakim. 
Hakim dalam kasus ini memberikan putusan yang lebih ringan 
disbanding dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dalam tuntutan 
Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa I Muh. Alam A. Rasyid 
Terdakwa II Muh. Alim A. Rasyid dan terdakwa III Muh. Saldi dengan 
penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama 
terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap 
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ditahan di Rutan, sedangkan putusan Hakim Suparman Nyompa SH, 
MH. Adalah menjatuhkan tindakan kepada para Terdakwa I, 
Terdakwa II dan Terdakwa III yaitu menyerahkan para terdakwa pada 
Dinas Sosial dalam hal ini ke Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli 
Makassar untuk mengikuti pendidikan, pemidanaan dan pelatihan 
kerja selama 7 (tujuh) bulan. 
Berdasarkan analisa penulis serta wawancara dari sumber yang 
berkompeten dalam kasus ini, maka penulis berkesimpulan bahwa 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana berupa tindakan 
terhadap para terdakwa, sudah tepat.  Karena putusan tersebut dapan 
menjadikan perbaikan dalam hal ini perbaikan diri bagi para terdakwa 
yang tergolong masih Anak (Antara 12 Tahun dengan 18 Tahun). 
Mengingat anak merupakan asset kehidupan berbangsa dan 
bernegara maka masih memerlukan bimbingan dan pendidikan serta 
kemampuan kerja demi menunjang kehidupannya kelak. 
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BAB V 
Penutup 
 
A. Kesimpulan 
Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat 
menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana 
pencurian disertai kekerasan secara bersama-sama yang 
menyatakan bahwa Terdakwa I Muh. Alam A. Rasyid Terdakwa II 
Muh. Alim A. Rasyid dan terdakwa III Muh. Saldi terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian 
disertai kekersan secara bersama-sama sebagaimana yang diatur 
dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat 2 ke-1, ke-2 KUHP. Hal 
ini sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntu Umum dan telah 
didasarkan fakta-fakta di persidangan. Serta terdakwa dianggap 
sehat jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu 
mempertanggung jawabkan perbuatannya. 
2. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 
Terdakwa I Muh. Alam A. Rasyid Terdakwa II Muh. Alim A. Rasyid 
dan terdakwa III Muh. Saldi dalam kasus pencurian disertai 
kekerasan oleh anak secara bersama-sama sudah tepat. Karena 
putusan tersebut dapan menjadikan perbaikan dalam hal ini 
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perbaikan diri bagi para terdakwa yang tergolong masih Anak 
(Antara 12 Tahun dengan 18 Tahun). Mengingat anak merupakan 
asset kehidupan berbangsa dan bernegara maka masih 
memerlukan bimbingan dan pendidikan serta kemampuan kerja 
demi menunjang kehidupannya kelak. 
 
B. Saran 
Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan 
penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Dalam penerapan hukum pidana terhadap delik pencurian dalam 
hal ini anak sebagai pelaku, hakim harus mampu memberikan efek 
yang dapat menimbulkan perbaikan diri terhadap diri anak 
tersebut. Dan juga dapat memberikan efek bagi terdakwa dalam 
hal ini anak agar tidak mengulangi kembali perbuatannya. Serta 
mampu memberikan efek pencegahan bagi masyarakat lain agar 
takut untuk melakukan tindak pidana pencurian. 
2. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya tidak hanya 
berorientasi kepada pelaku tindak pidana melainkan juga perlu 
difikirkan sejauh mana dampak perbuatan pelaku tersebut buat 
para korban 
3. Peranan orang tua harus ditingkatkan, guna membangun moral 
anak agar tidak melakukan perbuatan yang tergolong melanggar 
nilai-nilai kemanusiaan. Dan juga peran serta pemerintah dalam 
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hal ini bidang pendidikan agar mampu mencegah atau 
menghilangkan fikiran anak untuk berbuat anarkis/onar yang 
dapan mengganggu ketertiban masyarakat. 
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